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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama Bagaimanakah Penegakan 

Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah 

Hukum Kepolisian Sektor Tampan Di Kota Pekanbaru? Kedua, Bagaimanakah 

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Di Kota Pekanbaru? 

Ketiga, Bagaimanakah Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum 

Kepolisian Sektor Tampan Di Kota Pekanbaru? Tujuan Penelitian ini adalah: 

Pertama, Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor 

Tampan di Kota Pekanbaru. Kedua, Untuk menjelaskan bagaimana hambatan 

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. Ketiga, Untuk 

menjelaskan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum  terhadap tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor 

Tampan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung 

dilapangan dengan melakukan wawancara sesuai dengan jenis penelitian hukum 

sosiologis, serta membaca literatur-literarur  perpustakaan yang memiliki korelasi 

dengann permasalahan yang teliti. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam 

penegakan hukum di Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru, Jumlah 

Personil penegak hukum yang tidak sebanding dengan penduduk, luasnya wilayah 

hukum dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat dalam 

penegakan hukum di Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencuria, Kekerasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

ABSTRACT 

The problems in this research are: first, how is law enforcement regarding the 

crime of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in 

Pekanbaru City? Second, what are the obstacles to law enforcement regarding the 

crime of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in 

Pekanbaru City? Third, what are the efforts to overcome obstacles to law 

enforcement regarding criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of 

the Tampan Sector Police in Pekanbaru City? The objectives of this research are: 

First, to explain how law enforcement is carried out regarding criminal acts of 

theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru 

City. Second, to explain the obstacles in law enforcement against criminal acts of 

theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police in Pekanbaru 

City. Third, to explain efforts to overcome obstacles to law enforcement against 

criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Tampan Sector Police 

in Pekanbaru City. This research method is carried out directly in the field by 

conducting interviews according to the type of sociological legal research, as well 

as reading library literature that has a correlation same with the problem being 

studied. This research method is carried out directly in the field by conducting 

interviews according to the type of sociological legal research, as well as reading 

library literature that has a correlation same with the problem being studied. This 

research method is carried out directly in the field by conducting interviews 

according to the type of sociological legal research, as well as reading library 

literature that has a correlation with the problem being studied. . The results of 

the research show that in law enforcement in the tampan sector police in 

pekanbaru city, the number of law enforcement personnel is not proportional to 

the population, the breadth of the jurisdiction and the lack of public awareness 

are obstacles to law enforcement in he tampan sector police in pekanbaru city. 

Keywords: Law enforcement, Theft, Violence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan 

seperti ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 

1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtstaat), tidak 

berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Disebutkan pula bahwa: “ 

Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat 

absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)”. Bahkan karna urgensi penegasan 

dimaksud, maka pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan 

kembali dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”.
1
 

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern dengan teknologi yang 

semakin canggih, mengharuskan seseorang untuk berpendidikan tinggi dan 

mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak 

sebanding dengan banyak nya peningkatan jumlah penduduk yang semakin 

banyak. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah 

dan pengangguran lebih memilih menggunakan cara cepat dan praktis untuk 

mendapatkan uang secara ilegal dengan melakukan perbuatan tindak pidana 

pencurian. Peraturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 

                                                             
1
 Muchamad Iksan, Hukum Perlindungnan saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia), (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 1. 
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362 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”
2
 

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari satu 

orang atau secara berkelompok dan setiap pelaku memiliki peran dan tugas yang 

berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan itu mengakibatkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat 

hingga mengakibatkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga 

mengalami kerugian materil dan psikis. Oleh Karena itu tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tinak pidana ringan. Modus 

operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan 

berbagai macam modus operandi dengan melihat tempat dan lokasi yang menjadi 

sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara 

terorganisir dan terencana.
3
 

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan 

kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari masyarakat 

mengikuti perkembangan itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai 

bentuk dan pola, baik secara kuantitas ataupun kualitas yang memberikan dampak 

negative terhadap pelaksanaan dan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat 

                                                             
2
 Marina, Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di 

Kepolisiain Resort Lubuk Llinggau, Skripsi Sarjana Hukum, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 

2019, hlm.1. 
3
 Ibid. 
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perhatian yang serius dari semua pihak. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan 

antara masyarakat dan pemerintah agar dapat mengurangi intensitas kriminalitas 

seminim  mungkin. Tindak pidana pencurian biasanya dilator belakangi oleh 

keadaan hidup pelaku sehari-hari misalnya keadaan ekonomi atau tingkat 

pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya 

kehidupan sehari-sehari dann juga pendidikan yang rendah bisa menjadi pemicu 

terjadinya tindak pidana tersebut.
4
 

Tindakan kejahatan kriminalitas merupakan fenomena kehidupan 

dimasyarakat kerena kejahatan juga masalah social. Umumnya kejahatan 

pencurian yang terjadi Indonesia adalah pencurian biasa, pencurian dengan 

pemberatan, pencurian dengan kekerasan termasuk penodongan, perampokan, 

premanisme, pembunuhan dan kejahatan kesusilaan.
5
 

Pembangunan dan pembaruan hukum hukum dapat berjalan dengan baik 

apabila adanya peran badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik, hal 

ini untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mapun 

memberikan perlilndungan, pengayoman dan pelayanan untuk lebih 

meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.
6
 

Lembaga penegak  hukum  merupakann lembaga penegak keadilan dalam 

suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat memerlukan dan mencari suatu 

keadilan.
7
 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah satu lembaga 

penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Tugas 

                                                             
4
 Ibid, hlm. 3. 

5
 Ibid.  

6
 Ibid, hlm. 5. 

7
 Budi Rizky H, Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, (Bandar 

Lampung:Jusice Publiser, 2014), hlm. 1. 
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pokok polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam 

suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu 

sanksi.
8
 Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: 

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijauhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
9
 

Hukum pidana mengatur tentang bentuk macam pidana, tindak pidana adalah 

kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan 

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab.
10

 

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan 

kekerasan (begal), yang meresahkan masyarakat, Negara Indonesia memiliki 

                                                             
8
 Ibid, hlm. 7.  

9
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.  

10
 Ibid, hlm. 61. 
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instasi Negara salah satunya yaitu kepolisian yang tugasnya adalah memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan kedapa masyarakat.
11

 Hal ini tertuang dalam pasal 5 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang berbunyi: 

“ keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai 

dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam system 

penegakan hukum. Dengan kepenegakan hukum yang baik diharapkan akan 

menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah tengah masyarakat. 

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan 

penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene nya adalah pelindung 

masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa 

yang menjadi tugas dan fungsi polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian 

sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana criminal. Selalin itu 

kepolisian juga memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam 

menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan jangan main hakim sendiri, karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. 

Khususnya Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan kejahatan pencurian 

dengan kekerasan (begal) masih kerap terjadi bahkan mengalami peningkatan 

yang pesat dilihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2020 silam, tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh seorang pria warga 

                                                             
11

 Pandu Prayoga Amradani, Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia 

(Sudi Polda Lampung), Skripsi Fakutas Hukum, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2016, 

hlm. 22. 



6 

 

Kampung  Tengah Kecamatan Sukajadi yang bernama Fahrul Rizal (40) 

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dijalan Naga 

Sakti Kecamatan Tampan Pekanbaru, dengan cara mengendarai sepeda motor dan 

mengikuti korban Masriati (48) dan anak korban Sinta Anggraini yang tengah 

memegang 1 buah handphone dari arah belakang korban mengikuti lalu memepet 

sepeda motor dari sebelah kanan lalu pelaku denan cepat merebut handphone 

milik Sinta Anggraini (anak korban) dan terjadilah aksi tarik menarik diatas 

sepeda motor antara pelaku dengan anak korban yang mengakibatkan sepeda 

motor yang dikendarai Masriati oleng dan menyebabkan korban dan anaknya 

jatuh dari sepeda motor dan terpelanting kepinggir jalan hingga kepala Masriati 

terbentur aspal atau trotoar. Korban (Masriati) sempat dibawa kerumah sakit 

namun naas nyawanya tidak tertolong akibat benturan dikepala nya yang cukup 

keras. Dalam kasus diatas pelaku terancam pasal 365 ayat 3 KUHP dengan 

ancaman hukuman penjara lima belas tahun. Adapun kasus tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan( Jambret) yang terjadi di Pekanbaru khususnya di 

daerah Polsek Tampan yaitu di jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan di depan 

hotel Mona Plaza yaitu Yongky (25) dan Aryadi (31) melakukan aksi tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang korbanya adalah seorang 

wanita yang sedang mengendarai sepeda motor dengan meletakkan 1 Unit 

Handphone di dasboar motor nya sehingga memudahkan Yongky dan Aryadi 

melakukan aksi nya. Namun aksi keduanya dapat dihentikan akibat sepeda motor 

yang di kendarai pelaku mati  mesin dan warga yang melihat kejadian tersebut 

dengan cepat menagkap pelaku dan dibawa ke Polsek setempat. Berdasarkan 
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kasus diatas pelaku tindak pidana pencurian (Jambret) dikenakan sanksi pidana 

dengan pasal 365 ayat (2) ke Jo pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana dengan 

ancaman hukuman pidana 7 tahun. 

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas adapun tindakan yang dapat 

dilakukan polisi sebagai penegak hukum aitu harus lebih tegas dalam menyikapi 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan juga membuat tim khusus untuk 

berpatroli di daerah yang rawan begal dan jambret. Sementara itu upaya 

penindakan nya yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum pidana serta tindakan 

tegas dan terukur bagi setiap pelaku. Terkhusus di Kecamatan Tampan, aksi 

pencurian dengan kekerasan sudah sangat meresahkan masyayrakat sekitar, 

berikut data kasus curas yaitu: 

Tabel 1.1 

Data Kasus Curas  

NO 

1 

2 

3 

4 

TAHUN 

2020 

2021 

2022 

2023 

KASUS CURAS  

20 

30 

56 

28 

Sumber: Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru 

Dapat dilihat pada tabel diatas berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

penulis  melakukan penelitian yang dituangkan kedalam skripsi dengan judul : 
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 “  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 

DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR 

TAMPAN DI KOTA PEKANBARU “. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota 

Pekanbaru? 

2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor 

Tampan di Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian 

Sektor Tampan di Kota Pekanbaru? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian 

Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk menjelaskan bagaiamana hambatan dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum 

Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. 
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c. Untuk menjelaskan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasa 

di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan di  bidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang studi kasus yang diteliti oleh peneliti, dan sekaligus memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Lancang Kuning. 

b. Prespektif akademis, penelitian diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum sekaligus dapat menjadi referensi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi 

pemikiran terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan isu yang 

diteliti, seperti penegak hukum dan pihak lainnya. 

D. Kerangka Teori 

1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh Karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formil.
12

 Penegakan hukum 

                                                             
12

 Delyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta:Liberty, 1988), hlm. 33. 
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merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.
13

 

Penegakan Hukum menurut Ilhami Bisri merupakan suatu semua kekuatan 

bangsa, menjadai kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan merupakan 

ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golonga tertentu saja: 

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti 

polisi, hakim, jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai 

the three musketers (tiga pendekar hukum), yang memiliki fungsi penegak 

dengan sifat yang berbeda-beda namun tetap bermuara pada terciptanya 

hukum yang adil, tertin dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi 

menjadi pengatur dan pelkasan penegakan hukum di dalam masyarakat, 

hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa sebagai instutisi 

penuntutan bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi. 

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat 

baik yang bekerja secara individual maupun yang bekerjasama secara 

kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang menjadi penuntut 

masyarakat yang awam tentang hukum, agar proses peradilan tetap 

diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan 

kewajiban sebagaimana putusan hakim yang mengacu pada kebenaran, 

keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia. 

                                                             
13

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 35. 
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3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari 

pegawai pemerintah memiliki yang memiliki aneka fungsi dan tugas 

kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan 

politik (legislative). 

4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi 

menjadi masyarakat pencari  keadilan.
14

 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Fakyor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif dan negatifnya ada pada isi faktor tersebut yaitu: 

1. Faktor hukum itu sendiri, berupa perundang-undangan. 

Kemungkinannya adalah terjadi ketidakcocokan dalam peraturan 

perundang-undangan tentang bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan 

lainnya seperti ketidakcocokan perundang-undangan dengan hukum tidak 

tertulis atau hukum kebiasaan. 

2. Faktor penegakan hukum, berupa pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum. Mentalitas peugas yang menegakkan hukum 

misalnya hakim, polisi, pembela, jaksa petugas pemasyarakatan dan lain 

sebagainya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung 

jawab untuk menegakkan keailan tersebut belum mantap, maka akan 

menyebabkan terjadinya gangguan dalam system itu sendiri. 

                                                             
14

 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia:Prinsip-Prinsip & Implementasi di 

Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 128. 
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3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, apabila 

hanya hukum danmentalitas penegakan hukumnya, maka bisa saja tidak 

berjalan sesuai rencana. 

4. Faktor masyarakat berupa lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan. Faktor masyarakat juga bagaimana kesadaran hukum 

masyarakat akan hukum yang ada. 

5. Faktor kebudayaan sebagai istilah karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang 

masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga 

semuanya berjalan dengan baik. Daei kelima faktor yang disebutkan 

diatas semuanya berkaitan satu sama lain, oleh karena itu esensi 

penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daei efektifitas penegakan 

hukum.
15

 

2. Sistem Peradilan Pidana 

Sistem peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri 

dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan 

terpidana.
16

 Dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dippidana dan mengusahakan mereka 

yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatanya.
17

 

                                                             
15

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor… Op.Cit., hlm. 8-9. 
16

 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Peran Penegak Hukum 

Melawan Kejahatan, (Jakarta:Lembaga Kriminologi UI, 1994), hlm. 84.  
17

 Mardjono Reksodiputro, “ Mengembangkan Pendekatan TerpaduDalam Sistem 

Peradilan Pidana: Suatu Peikiuran Awal” dalam kriminologi dan system peradilaln pidana 

(Jakarta:Lembaga Kriminologi ui, 1997), hlm. 140.  
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System peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamannya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidan aformil maupun pelaksanaan pidana.
18

 Namun demikian 

kelembagaan substansi ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks social. 

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian 

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi 

apa yang dikatakan sebagai kategori precise justice, maka ukuran-ukuran yang 

bersifat materil yag nyatanya dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat 

umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
19

 

E. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan 

empiris dengan kategori efektivitas hukum. Efektivias hukum tidak dapat 

dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu merupakan suara (instrument) normaif 

yang selanjutnya akan diuji efektivitas keberlakuannya, yang dalam penelitian ini 

adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap 

maraknya pelaku begal dan jambret di wilayah kota pekanbaru yang 

menyebabkan korbanya meninggal dunia. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polsek Tampan Pekanbaru yang menanungi 

wilayah hukum kecamatan Binawidya dan Tuah Madani Kota Pekanbaru. 

Pemilihan lokasi ini di dasari alasan karna aparat kepolisian tersebutlah yang 

                                                             
18

 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang:Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 1995), hlm. Viii dan 18. 
19

 Ibid, hlm. 4. 
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berhak menangani atas permasalahan penertiban kejahatan criminal yang terjadi di 

daerah tersebut. hal tersebut diikuti pula dengan meningkanya angka kejahatan 

yang dilakukan begal dalam beberapa tahun  terakhir. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi 

penelitian yang ditentukan sebelumnya. Unuk tercapainya maksud dan 

tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Kanit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru 

2) Anggota unit Reskrim Polsek Tampan Pekanbaru 

3) Kanit Intel Polsek Tampan Pekanbaru 

4) Anggota unit Intel Polsek Tampan Pekanbaru 

5) Anggota unit BINMAS Polsek Tampan Pekanbaru 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah: 

1) 1 (satu) orang Kanit Reskrim Polsek Tampan pekanbaru 

2) 5 (lima) orang anggota unit reskrim polsek tampan pekanbaru 

3) 1 (orang) kanit intel polsek tampan pekanbaru 

4) 2 (dua) orang anggota unit intel polsek tampan pekanbaru 

5) 3 (tiga) orang anggota unit BINMAS polsek tampan pekanbaru 

6) 4 (orang) pelaku curas  
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Tabel 1. 2 

Data Pengambilan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Penelitian Skripsi Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

NO Jenis Populasi Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Kanit Reskrim Polsek Tampan 

Pekanbaru 

1 1 100% 

2 Kanit Intel Polsek Tampan 

Pekanbaru 

1 1 100% 

3 Unit Reskrim Polsek Tampan 

Pekanbaru 

20 5 25% 

4 Unit Intel Polsek Tampan 

Pekanbaru 

7 2 28,6% 

5 Unit BINMAS Polsek Tampan 

Pekanbaru 

4 3 75% 

6 Pelaku Curas 8 4 50% 
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4. Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 

dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, keseimpulan, atau kepastian.
20

 

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan 

dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan 

observasi secara langsung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa 

peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan objek yang 

akan diteliti. 

c. Data Tersier 

Data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya yang 

mendukung data primer dan sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung terhadap objekk yang akan diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara peneliti 

dengan sampel yang terpilih, yang mana peneliti terikat dengan daftar 

                                                             
20

 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang, Aneka Ilmu, 1997), hlm. 281. 
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pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang 

akan diteliti. 

c. Kajian Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif peneliti untuk 

membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi 

dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara di kelompokkan 

dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi.data yang diperoleh dari 

kepustakaan diinvestaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif 

dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanutnya penulis melakukan interprestasi 

secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat 

dihubungkan dengan teori-teori dalam norma hukum yang  berkaitan dengan cara 

deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang 

bersifat umum kepernyataan atau dalil yang bersifat khusus. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarksn pembahasan yang dilakukan diatas dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian 

dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan di Kota 

Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aparat Kepolisian Sektor Tampan sudah bekerja secara maksimal untuk 

menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun 

Kepolisian Sektor Tampan merupakan Kota Metropolitan dimana alah satu ciri 

dari Kota Metropolitan adalah tingginya angka kejahatan/kriminalitas. 

2. Hambatan-Hambatan dalam penegakan hukum di Kepolisian Sektor Tampan 

adalah Karena Kepolisian Sektor Tampan itu memiliki/mencakup 2 (dua) 

Kecamatan yaitu Kecamatam Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani. 

Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani merupakan wilayah pemukiman 

sehingga menjadi hambatan untuk Polsek Tampan terhadap Penegakan Hukum 

atas pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, keterbatasan personil, 

wilayah hukum yang cukup luas, adanya daerah yang rawan, minimnya 

kesadaran masyarakat dan tidak berhati-hati saat membawa barang berharga.  

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum di 

Kepolisian Sektor Tampan adalah melakukan himbauan kepada masyarakat 

untuk selalu berhati-hati terutama pada wanita yang memakai perhiasan saat 
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sedang berkedara sepeda motor, memasang poster-poster himbauan agar selalu 

berhati-hati terhadap aksi-aksi pencurian dengan kekerasanm, melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi tenatang pentingnya kesadaran huku, melakukan 

pengungkapan dana penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan serta 

melakukan giat patrol di daerah yang sering terjadi pecncurian dengan 

kekerasan. 

B. Saran 

Terdapat beberapa saran dari peneliti untuk Aparat Penengak Hukum di 

Kepolisian Sektor Tampan yaitu: 

1. Sebaiknnya Kepolisian Sektor Tampan agar dapat berkoordinasi atau 

bekerjasama dengan instansi seperti TNI, SATPOL PP, DISHUB dan UPT 

guna menekan atau mecegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan. 

2. Sebaiknnya membentuk Kepolisian Sektor baru agar masing-masing 

Kecamatan memiliki Polsek Khususnyadi kepolisian Sektor Tampan dan 

jumlah personil di Kepolisian Sektor Tampan di tambah agar seimbang dengan 

jumlah penduduknya dan tidak ada hambatan dalam penegakan hukumnya. 

3. Kepolisian Sektor Tampan harus lebih meningkatkan himbauan terkait 

pentingnya kesadaran tentang hukum bagi masyarakat sekitar dan juga untuk 

wilayah-wilayah yang sepi/rawan dana kurangnya lampu penerangan untuk  

dibenahi khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan agar orang-

orang yang berkendaraatau berlalu lalang baik pagi, siang, sore dan malam di 

daerah tersebut tidak takut dan merasa aman.  
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